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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam perkara PN, antara :

KODIR JAELANI BIN SALDA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan KP. Caringin RT.012 RW.003 Kelurahan
Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kab Bogor;

melawan
AYU BINTI ASEP MAULANA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan KP. Caringin RT.012 RW.003

Kelurahan Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kab Bogor;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register
perkara Nomor 0803/Pdt.P/2017/PA.Cbn Tanggal 22 Agustus 2017 telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 02 Februari 2007, Pemohon | dengan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut agama lIslam di wilayah Hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut wali nikahnya

adalah Saepudin Bin Mada dengan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya
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adalah : Mad Usup bin Mada, umur 32 tahun, agama Islam, dan, Timi Sutrisna
bin Mamad umur 39 tahun, agama Islam; Mas kawinnya berupa Uang Tunai
Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya
dilangsungkan antara Pemohon | dengan wali nikah tersebut yang pengucapan
ijabnya dilakukan oleh Walinya dan Qobulnya oleh Pemohon I.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 25
tahun sementara Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan
tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama di jalan KP. Caringin RT.012 RW.003
Kelurahan Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kab Bogor. dan telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
a. Kiki Pebriansyah (L) usia 9 tahun;;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan selama itu pula Pemohon |
dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah
dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang
Karena pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il dilakukan secara sirri
(agama); Oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan
sebagai alasan hukum untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon
Il yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung

Panjang pada tanggal 02 februari 2007, adalah sah;
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3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para
Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan
ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan
Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya
sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan
mencabut Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon  mencabut
Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh
karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan
Agama,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 803/Pdt.P/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, H.A. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-
Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis
Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. M. Effendy, H.A. H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setyani, S.HI
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Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp.200.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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